BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.484, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan Kota
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.71/Menhut-11/2009
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa ddam rangka pdaksanaan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
pada sub bidang Hutan Kota, urusan pemerintah adalah
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria hutan
kota;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat
(1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota,
dipandang perlu menetgpkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Pedoman, Kriteria dan Standar
Penyelenggaraan Hutan Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di aas, perlu menetgpkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan
Hutan Kotg;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang

Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamas Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu |1

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimaan telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;
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15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-
11/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PEDOMAN PENY ELENGGARAAN HUTAN KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosi stem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominas pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon
yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara
maupun tanah hak, yang ditetapkan sebaga hutan kota oleh pegabat yang
berwenang.

Penunjukkan hutan kota adalah penetgpan awal suatu wilayah tertentu
sebagal hutan kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah
perkotaan baik padatanah negara maupun tanah hak.

Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di
dalam suatu wilayah pengembangan dan/ atau wilayah nasional sebagai
simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.

Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.

Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungs kawasan sebagal tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribus pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengel ompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik
yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
Kompensass adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada
pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang bak
direncanakan maupun tidak.

Rencanatata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH wilayah perkotaan
adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk
areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih
bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh
secaraalami atau tanaman budidaya.

Dinas Provins adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang kehutanan proving.

Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang kehutanan Kabupaten/ Kota.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan.

Bagian Kedua
Tujuan, Maksud dan Fungsi
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian dan

keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial
dan budaya.

(2) Penyelenggaraan hutan kota sebagamana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk:
a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;

b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon,
karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);



